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Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, telah
menciptakan kebijakan baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa. Salah
satunya adalah kebijakan di bidang Bagi Hasil Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa. Pemerintah
Kabupaten Bogor telah merespon kebijakan tersebut dengan ditetapkannya perda kabupaten Bogor Nomor 6
Tahun 2002 tentang Bagian Desa dari pendapatan penerimaan Daerah. Kemudian diikuti dengan iahirnya
Keputusan Bupati Nomor 9 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bogor
Nomor 6 Tahun 2002.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perda kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2002 telah sgjalan
dengan peraturan diatasnya (yang lebih tinggi), serta untuk mengetahui apakah perda kabupaten Bogor
Nomor 6 Tahun 2002 telah berjalan seperti apa yang diinginkan, antaralain : (i) Jumlah yang diterima (yang
dituangkan dalam APBDes) desa sama dengan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (Data dari Dipenda);
(i) Proses pencairan dana bagi hasil desa tepat waktu; (iii) Penerimaan bagian desa dari penerimaan daerah
dikelolamelalui anggaran pendapatan dan belanjadesa; (iv) Penggunaan penerimaan bagian desa
dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa kepada rakyat melaiui Badan Perwakilan Desa (BPD). Untuk
mencapal tujuan tersebut, telah disusun dan dilakukan metodologi penelitian yaitu : (1) mewawancarai
responden di tingkat Pemerintah Pusat; (ii) mewawancarai responden di tingkat Pemerintah Daerah; dan (iii)
mewawancarai sejumlah Kepala Desa yang menjadi sampel. Sampe! diperoleh dengan menggunakan teknik
Stratified Random Sampling. Melalui wawancara dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dapat
dibuktikan bahwa Perda K abupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2002 telah sesuai (tidak bertentangan) dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih atas.

Sedangkan melaiui wawancara dengan para K epala Desa, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa
pel aksanaan kebijakan bagi hasil antara pemerintah Kabupaten ke Desa telah terjadi penyimpangan (tidak
sesual aturan) yang terjadi di lapangan, sebagai berikut : pertama, Adanya perbedaan data besaran dana bagi
hasil yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah dengan Data APBDes di Desa; Kedua, Masih adanya
desa yang tidak menuangkan dana bagi hasil ke dalam APBDes. Bahkan APBDesnya sendiri tidak dibuat.
Hal ini melanggar ketentuan Keputusan Bupati Nomor 9 Tahun 2003; Ketiga, Dalam Belanja Pembangunan,
desa umumnya mempergunakan dana bagi hasil untuk hal-hal yang tidak produktif. Ini akan berdampak
kepada pembangunan di desa akan lambat dan tidak sesuai dengan yang diinginkan pemerintah daerah;
Keempat Kurangnya Pengawasan, pembinaan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah terhadap
pemerintah desa;
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sgjalan dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan, antaralain sebagal berikut : (i) Memfungsikan peran
camat sebagal perangkat daerah otonom dalam memfasilitasi dan mengawasi jalannya pengel olaan dana
bagi hasil desa; (ii) Memberikan sanks yang cukup berat apabilaterjadi penyimpangan baik itu terhadap
desa atau terhadap oknum yang masih meminta kepada pihak desa; dan (iii) Perlunya Pertanggungjawaban
Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal pengel olaan dana bagi hasil juga harus
dipertanggungjawabkan melalui pelaporan yang dilaksanakan melalui jalur struktural dari Tim Pelaksana
tingkat desa ke Tim Pendamping tingkat Kecamatan. Selanjutnya Tim Pendamping tingkat Kecamatan
membuat |aporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya secara bertahap melaporkan
kepada Bupati Cq. Tim Fasilitas tingkat Kabupaten.



